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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas terbitnya buku Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Pilar 

Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan. Buku ini lahir 

sebagai wujud kontribusi para akademisi dari berbagai perguruan 

tinggi di Indonesia dalam merespons tantangan perkembangan 

teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, 

serta pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila 

dalam konteks tersebut. 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia 

tetap relevan dalam setiap fase perkembangan zaman. Di era digital 

dan AI ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan 

baru yang membutuhkan pendekatan dan solusi berbasis nilai-nilai 

Pancasila. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai kajian 

mendalam mengenai relevansi Pancasila di berbagai aspek kehidupan 

di era modern, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam 

memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan kemajuan 

teknologi. 

Buku ini terdiri dari 17 bab yang saling berkaitan, dimulai dari: 

Bab 1: Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Modern 

Bab 2: Sejarah dan Perkembangan Pancasila 

Bab 3: Pancasila dan Identitas Nasional 

Bab 4: Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

Bab 5: Pancasila dan Revolusi Industri 4.0 

Bab 6: Pancasila sebagai Panduan Etika Digital 

Bab 7: Demokrasi dan Pancasila di Era Teknologi 

Bab 8: Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Pancasila dan Teknologi 

Bab 9: Pancasila dan Kebinekaan di Era Digital 

Bab 10: Pancasila dan Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan 

Bab 11: Pancasila dan Keadilan Ekonomi di Era Digital 

Bab 12: Pancasila dan Kebijakan Publik di Era Teknologi 

Bab 13: Pancasila dan Pendidikan Karakter di Era Kecerdasan Buatan 

Bab 14: Pancasila dan Kepemimpinan di Era Digital 
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Bab 15: Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital 

Bab 16: Masa Depan Pancasila di Era Artificial Intelligence (AI) 

Bab 17: Pancasila sebagai Fondasi Keberlanjutan Bangsa 

 

Dengan hadirnya buku ini, penulis berharap dapat memberikan 

kontribusi dalam memperkuat pemahaman, implementasi, serta 

relevansi Pancasila di era digital dan kecerdasan buatan. Buku ini 

diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan 

akademisi, mahasiswa, serta masyarakat luas yang peduli akan 

kelestarian nilai-nilai kebangsaan. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat 

memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan wawasan 

kebangsaan di Indonesia. 
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mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk 

kemaslahatan bersama. 

Tantangan lain yang dihadapi Pancasila di era modern adalah 

globalisasi yang mendorong berkembangnya ideologi-ideologi asing 

seperti liberalisme, individualisme, dan kapitalisme. Ideologi-ideologi 

ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang 

mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. 

Globalisasi juga membawa serta budaya-budaya asing yang dapat 

menggerus identitas bangsa. Dalam menghadapi situasi ini, Pancasila 

berperan sebagai filter budaya, yang menyaring pengaruh asing 

dengan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Seperti 

yang disampaikan oleh filsuf Prancis, Jacques Derrida, "No culture is a 

closed totality. Culture is open and hybrid" (Derrida, 1998). Kutipan ini 

mengingatkan kita bahwa budaya bangsa Indonesia tidak dapat 

sepenuhnya menolak pengaruh asing, namun melalui Pancasila, kita 

dapat memastikan bahwa pengaruh tersebut tidak mengikis identitas 

kebangsaan kita. 

Dalam konteks teknologi, perkembangan kecerdasan buatan 

menimbulkan berbagai tantangan etis dan moral. Salah satu tantangan 

terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa teknologi, khususnya 

AI, dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, 

sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab 

sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Teknologi AI, dengan segala 

kecanggihannya, memiliki potensi untuk menciptakan kesenjangan 

sosial yang lebih besar apabila tidak diatur dengan baik. Di sinilah 

peran Pancasila sebagai landasan etis sangat penting. Pancasila harus 

menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang mengatur 

penggunaan AI agar tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia 

dan keadilan sosial. 

Sebagai contoh, AI telah menunjukkan potensinya dalam berbagai 

sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, AI juga 

membawa risiko besar, seperti pengangguran akibat otomatisasi dan 

disrupsi terhadap berbagai profesi tradisional. Oleh karena itu, perlu 

ada regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk 

memastikan bahwa kecerdasan buatan tidak merugikan kelompok 

masyarakat tertentu, melainkan menjadi alat yang membantu 
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Menurut laporan UNESCO (2020), pendidikan di era digital 

harus fokus pada pengembangan kompetensi yang tidak hanya 

mencakup keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan sosial, 

etika, dan moral. Pendidikan yang berorientasi pada penguatan 

karakter dan nilai-nilai Pancasila harus terus dikembangkan agar 

generasi muda Indonesia mampu menghadapi tantangan 

globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan identitas nasional. 

Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila perlu 

dikembangkan dalam bentuk yang lebih aplikatif dan relevan 

dengan perkembangan teknologi. Penggunaan platform digital 

dalam proses pembelajaran dapat menjadi sarana untuk 

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan lebih efektif. Selain 

itu, kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor 

swasta dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang 

mendukung pengembangan teknologi yang beretika dan 

berlandaskan nilai-nilai Pancasila juga sangat diperlukan. 

 

Pancasila sebagai Grundnorm dari Seluruh Peraturan-

Perundangan di Indonesia terkait Digitalisasi dan 

Kecerdasan Buatan 

Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara, memiliki peran yang 

sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia (Muhtar, M. H., 

Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... 

& Churniawan, 2023). Hans Kelsen, seorang ahli teori hukum, 

memperkenalkan konsep grundnorm yang merujuk pada norma dasar 

yang menjadi landasan seluruh norma hukum lainnya. Dalam konteks 

Indonesia, Pancasila tidak hanya menjadi falsafah negara tetapi juga 

grundnorm yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan, 

termasuk dalam era digitalisasi dan perkembangan kecerdasan 

buatan (artificial intelligence) (Bo’a, 2018). 

Era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa 

dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai 

dari sektor ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan (M. 

Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, 2024). Namun, kemajuan 

teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum, 
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pengembangan nilai-nilai etika. Pancasila dapat berperan dalam 

membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, 

tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menggunakan 

teknologi untuk kepentingan yang baik. 

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya relevan, tetapi juga 

sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan teknologi modern. 

Pancasila harus terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan 

perkembangan teknologi di Indonesia, sehingga teknologi dapat 

digunakan untuk memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan 

kesejahteraan seluruh rakyat. 
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Di era modern ini, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai 

Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai doktrin formal, tetapi juga 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip 

Pancasila tentang kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi sangat 

relevan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh 

karena itu, pendidikan Pancasila di berbagai tingkat, terutama di 

kalangan generasi muda, harus terus ditingkatkan untuk memastikan 

bahwa nilai-nilai ini tetap hidup dan berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman (Iftitah, 2017). 

 

Perumusan Dasar Negara Pancasila 
Perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, merupakan hasil 

dari pemikiran yang mendalam oleh para pendiri bangsa dalam upaya 

untuk merumuskan ideologi yang mampu mengakomodasi 

keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Proses ini terjadi di 

tengah masa-masa kritis sebelum kemerdekaan, ketika para 

pemimpin bangsa berkumpul untuk menentukan dasar negara yang 

dapat menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pancasila akhirnya dirumuskan dan disepakati sebagai dasar negara 

yang tidak hanya mempersatukan bangsa Indonesia, tetapi juga 

menjadi fondasi filosofis yang mengarahkan pembangunan nasional. 

1. Awal Mula Perumusan Pancasila 

Perumusan Pancasila dimulai pada sidang Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei dan 

Juni 1945. Sidang ini dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana salah satu 

agendanya adalah menentukan dasar negara yang akan menjadi 

landasan bagi Indonesia merdeka. Pada sidang inilah, Soekarno, 

salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan, mengusulkan konsep 

Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 (Soekarno, 

1945). 

Soekarno mengemukakan lima prinsip yang menurutnya 

dapat menjadi dasar negara Indonesia. Kelima prinsip tersebut 

adalah: 

a. Kebangsaan Indonesia, 

b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 
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Manusia (1948), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak 

mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat, tanpa 

memandang ras, agama, atau asal-usulnya. Pemikiran ini sejalan 

dengan pandangan Mahatma Gandhi yang menekankan pentingnya 

nilai kemanusiaan dan non-kekerasan sebagai dasar bagi kehidupan 

bermasyarakat. Gandhi menyatakan, "The best way to find yourself is 

to lose yourself in the service of others" (Gandhi, 1930). Pemikiran ini 

sangat relevan dengan semangat Pancasila yang menekankan pada 

kesejahteraan sosial dan kemanusiaan. 

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," mencerminkan pentingnya 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman. 

Konsep ini serupa dengan gagasan tentang "nationalism" yang 

dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ernest Renan, yang melihat 

bangsa sebagai komunitas yang bersatu berdasarkan kesepakatan 

bersama untuk hidup bersama (Renan, 1882). Di Indonesia, persatuan 

ini bukan hanya terbatas pada identitas etnis atau agama, tetapi pada 

komitmen untuk membangun negara yang inklusif dan berkeadilan. 

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mencerminkan 

pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan 

keputusan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para filsuf politik seperti 

John Locke dan Montesquieu yang menekankan pentingnya sistem 

perwakilan dan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara 

demokratis (Locke, 1689; Montesquieu, 1748). 

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," 

menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan 

sosial bagi seluruh warganya. Prinsip ini sejalan dengan konsep 

"welfare state" yang berkembang di Eropa, di mana negara memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial 

bagi seluruh warganya (Esping-Andersen, 1990). 

 

Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara 
Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami perkembangan dan 

penguatan dalam berbagai dimensi sejak pertama kali dirumuskan 

pada tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi landasan 

konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga 

berkembang sebagai pedoman etis dan moral dalam kehidupan 
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Ke depan, Pancasila diharapkan terus berkembang sesuai dengan 

dinamika sosial, politik, dan teknologi yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia. Nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi 

yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman penting bagi 

Indonesia dalam menghadapi tantangan digitalisasi, menjaga 

kedaulatan, dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 
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Pendahuluan 
Kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling menghormati 

tercermin dalam budaya yang telah lama berkembang di Indonesia. 

Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai identitas nasional 

merujuk pada kebudayaan khas bangsa Indonesia. Pancasila tidak 

hanya menjadi dasar negara, tetapi juga ideologi nasional yang 

mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Nilai-nilai ini telah 

berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi prinsip 

dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila 

mendorong bangsa Indonesia untuk terbuka dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

Pancasila sebagai ideologi terbuka yang termuat dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945) memiliki 3 (tiga) dimensi nilai yang 

menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu nilai 

dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai praktis sebagai bentuk 

nilai yang tampak pada dasar pola atas perilaku terhadap kehidupan 

sehari-hari. Nilai praktis akan menunjukkan bagaimana gabungan 

atas nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itulah Pancasila sebagai identitas dari 

bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang mampu menciptakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.  

Secara etimologis, Pancasila berarti ideologi yang mencakup 

pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. 

Secara terminologis, Pancasila merupakan ideologi yang mencakup 

keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu 

masyarakat, meliputi berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, 

budaya, serta pertahanan dan keamanan (hankam). 

Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa Pancasila 

menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh 

warga negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada 

alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar 

negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila mengalir dalam hukum 

positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku dan 

mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap 

warga negara tanpa terkecuali Pancasila sebagai ideologi negara 

bermakna bahwa sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek 
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Dari identitas nasional inilah yang tidak dapat ditemukan di 

bangsa lain sehingga dari identitas nasional ini sebagai identitas 

rakyat Indonesia dimanapun berada. Adapun tantangan  utama  yang  

dihadapi dalam mempertahankan identitas nasional ini salah satunya 

globalisasi dimana adanya pengaruh budaya asing melalui media, 

teknologi, dan gaya hidup  global. Hal ini  dapat  mengubah  nilai-nilai  

dan  tradisi  lokal,  serta  mempengaruhi identitas nasional  salah satu 

nya generasi muda yang dengan gampang terpengaruh dengan 

budaya asing. Selain itu tren adanya bahasa dan komunikasi yang 

didominasi bahasa internasional hal ini tentu akan menggeser 

penggunaan  bahasa  nasional.  

Peran dari pendidikan inilah sebagai cara untuk 

mempertahankan dan memperkuat  pemahaman  dan penghargaan  

terhadap  nilai-nilai  budaya  dan  tradisi  lokal. Pada faktanya pun 

pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi 

materi penting untuk disampaikan pada level perguruan tinggi untuk 

dapat memberikan informasi terhadap pola antar generasi dalam 

rangka mempertahankan identitas nasional di era globalisasi (Saragih 

and Fimansyah, 2023). 

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

menghadapi tantangan globalisasi sambil mempertahankan identitas 

nasional. Pertama, mengembangkan pola perilaku yang mampu 

mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Kedua, membumikan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menumbuhkan 

pola perilaku yang dapat memicu rasa cinta tanah air atau 

nasionalisme. 

 

Penutup 

Keberadaan Pancasila hingga saat ini tetap menjadi fokus penting 

pemerintah, terutama melalui program-program yang bertujuan 

membumikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu upayanya adalah 

program pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila, yang 

diharapkan dapat membentuk karakter anak-anak bangsa Indonesia 

dalam menjaga identitas nasional.  

Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan Pancasila sebagai 

identitas nasional juga diwujudkan melalui peringatan hari-hari besar, 
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seperti Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Kebijakan 

ini menjadi refleksi tahunan atas pentingnya Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai upaya untuk 

memastikan bahwa identitas nasional tetap terjaga dan eksis di masa 

kini dan masa depan. 
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Pancasila sebagai Kajian Filosofis Bangsa 

Pancasila merupakan kaidah utama yang menjadi landasan kehidupan 

bangsa sehingga disebutkan sebagai sumber dari segala sumber 

hukum. Posisi tersebut berimplikasi pada konsekuensi meletakkan 

virtue/nilai Pancasila sebagai parameter kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Oleh karenanya, nilai Pancasila yang abstrak dengan 

substansi alam idea atau gagasan harus dibadankan ke ranah 

implementatif. Segala aspek berbangsa dan bernegara menjadi obyek 

manifestasi nilai Pancasila dengan kekokohannya sebagai 

konkretisasi nilai luhur bangsa sekaligus fleksibilitasnya terhadap 

dinamika sosial apabila menilik kapasitasnya sebagai ideologi 

terbuka. 

Carl Von Savigny, dalam pemikirannya melakukan konstruksi 

terhadap teorinya tentang terdapatnya suatu hubungan yang 

mempunyai dan mengedepankan sifat organik diantara produk aturan 

dengan watak bangsa (Tanya, et. al., 2010). Aturan yang sejati tidak 

semata-mata dibuat akan tetapi harus ditemukan dalam jiwa bangsa 

atau disebut sebagai volkgeist. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi 

hukum, maka nilai (virtue) dari Pancasila harus dapat dibumikan atau 

dijelmakan ke dalam seluruh aturan hukum di Indonesia. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan melakukan filtrasi terhadap aturan hukum 

yang akan dibuat. Aturan hukum tersebut dapat menjadi sarana yang 

mampu mengimplementasikan ke dalam tataran praktis terkait 

manifestasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan 

dan Keadilan Sosial, sehingga Pancasila melekat sebagai ideologi 

hukum dari tataran filosofis sampai ke tataran praktik pelaksanaan 

atau implementasinya. 

 

Pembadanan Filosofi Pancasila dalam Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara 

Pembadanan nilai Pancasila terletak pada kebutuhan konkretisasi 

nilai tersebut pada aspek implementatif. Dalam pembentukan hukum 

misalnya, kaidah abstrak seperti Pancasila menjadi roh yang menjiwai 

segenap produk hukum mulai dari tata aturan sampai pada produk 

hukum yang bersifat aplikatif seperti putusan hakim. Dari pendapat 

Jan Van Gijssel dan Mark Van Hoecke, telah memetakan arti tersurat 
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penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala 

sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum/rechtsidee, baik 

tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum 

mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. 

Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-

kesamaan kepentingan diantara sesama warga bangsa (Isharyanto, 

2016). Pada beberapa literatur, cita-cita bangsa diposisikan 

sebagai tujuan yang harus direalisasikan oleh negara karena 

berhubungan langsung dengan kondisi yang menjadi harapan dari 

masyarakat negara. Dalam pembahasan mengenai Pancasila 

sebagai landasan moralitas bangsa. Pada bagian integral nilai-nilai 

Pancasila terdapat pula intisari moralitas bangsa yang mana 

dengan posisinya sebagai ideologi hukum maka moralitas bangsa 

tersebut juga akan menjadi moralitas hukum yang merasuk sebagai 

roh dari sistem hukum Indonesia. Penggunaan Pancasila dapat 

menempatkan hukum lebih tepat sebagai validitas utama yang 

sejalan dengan moral. Dengan kata lain, moral menjadi koridor 

penuntun hukum yang diimplementasikan oleh subyek hukum. 

Moral menjelma menjadi penuntun manusia dalam setiap 

kegiatan hidupnya, yang memberikan kepada kebenaran menurut 

rasio. Aristoteles menjabarkan inti manusia adalah moral yang 

rasional, yang memandang kebenaran (theoria, kontemplasi) 

sebagai keutamaan hidup (summum bonum). Dalam prosesnya 

manusia dipandu akal dan moral (Tanya, 2011). Dalam posisinya 

sebagai ideologi hukum, maka nilai dari Pancasila harus dapat 

dijelmakan ke dalam seluruh aturan hukum di Indonesia. Hal ini 

dapat dilakukan dengan jalan melakukan filtrasi terhadap aturan 

hukum yang akan dibuat. Diharapkan aturan hukum tersebut dapat 

menjadi jembatan bagi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, 

Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sehingga Pancasila melekat 

sebagai ideologi hukum dari tataran filosofis sampai ke tataran 

praktis pelaksanaannya. 

 

 



Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

 

68 Muhammad Aziz Zaelani 

Daftar Pustaka 

Amri, S. R., (2018). “Pancasila Sebagai Sistem Etika,” Jurnal Voice of 

Midwifery, 8 (1): 760-768. 

Asshiddiqie, J., (2009). Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, 

Jakarta: Gramedia. 

Atmadja, I. D.  G., (2014). Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis, 

Malang: Setara Press. 

Atmasasmita, R., (2012). “Memahami Teori Hukum Integratif”, 

Legalitas, 3 (2): 4. 

Carrol, A., (2007). Constitutional and Administrative Law: A Digest of 

Cases, Fourth Edition, Edinburg Gate: Pearson Education. 

Huda, N., (2006). Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali 

Press: Jakarta. 

Indrati, M. F., (2007). Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: 

Kanisius. 

Isharyanto. (2016). Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan 

Tematik, Cetakan I, Surakarta: WR. 

Kelsen, H., (1961). General Theory of Law and State, New York: Russel 

& Russel. 

Khopiatuziadah, (2013). “Partisipasi Publik dalam Pembentukan 

Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan 

Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik”, Jurnal Legislasi 

Indonesia, 10 (1). 

Putranto, H., (2016). Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme, 

Jakarta: Mitra Wacana Media. 

Sabon, M. B., (2012). “Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia”, 

MMH, (3): 423-431. 

Susanto, A. F., (2015). Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, 

Malang: Setara Press. 

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., Hage, M. Y., (2010). Teori Hukum 

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: 

Genta Publishing. 

Tanya, B. L., (2011). Penegakkan Hukum dalam terang Etika, 

Yogyakarta: Genta Publishing. 

Tanya, B. L., Parera, T. Y., Lena, S. F., (2014). Pancasila Bingkai Hukum 

Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing. 



Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

 

 

69 Muhammad Aziz Zaelani 

PROFIL PENULIS 
Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H. 

Penulis merupakan akademisi yang fokus 

pada permasalahan-permasalahan Hukum 

Tata Negara dan Hukum Administrasi 

Negara dan telah berkesempatan menjadi 

narasumber dan penulis pada berbagai 

artikel media online. Penulis saat ini adalah 

Dosen Tetap pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Batik Surakarta dengan 

kepakaran di bidang Hukum Tata Negara 

dan Hukum Administrasi Negara. Penulis dalam bidang kepakarannya 

merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Ahli 

Perguruan Tinggi untuk Panitia Seleksi Perangkat Desa dan saat ini 

menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan 

Kawasan Pedesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga 

berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di 

bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan 

turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu 

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang 

akademis, penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula 

(PDD) Dikti Tahun 2023 dan Tahun 2024. 

 

E-mail Penulis: zael.aziz@gmail.com  

 

 

 

mailto:zael.aziz@gmail.com


Peran AI dan Machine Learning Dalam Pendidikan 
 

 

70 Budiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5  
PANCASILA DAN 

REVOLUSI INDUSTRI 
4.0 

 

 

 

 

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD. 

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pancasila dan Revolusi Industri 4.0 

 

71 Fakhry Amin 

Pendahuluan 

Revolusi Industri 4.0 telah memicu perubahan mendasar dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, hingga 

budaya (Agus Widjojo., 2021). Klaus Schwab, pendiri dan ketua 

eksekutif World Economic Forum, dalam bukunya The Fourth 

Industrial Revolution menyatakan, "We stand on the brink of a 

technological revolution that will fundamentally alter the way we live, 

work, and relate to one another" (Schwab, 2017, p. 7). Kutipan ini 

menegaskan bahwa perubahan teknologi yang sangat cepat, termasuk 

kecerdasan buatan, robotik, dan Internet of Things (IoT), tidak hanya 

akan mempengaruhi sektor industri tetapi juga hubungan manusia 

dalam kehidupan sosial dan politik. 

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat global, juga tidak lepas 

dari dampak Revolusi Industri 4.0. Namun, di tengah kemajuan 

teknologi ini, bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang 

terletak pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan 

hidup bangsa. Pancasila memberikan fondasi yang kuat bagi 

masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 

4.0, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun ekonomi. Seperti 

yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, "Pancasila adalah 

rumah besar bagi kemajuan bangsa yang harus kita jaga dan rawat di 

tengah arus globalisasi" (Widodo, 2020). Pernyataan ini 

menggambarkan pentingnya Pancasila sebagai penyangga utama bagi 

Indonesia dalam menghadapi perubahan global yang pesat (Moh. 

Mahfud, 2017). 

Revolusi Industri 4.0 mengedepankan integrasi teknologi yang 

tidak hanya melibatkan sektor manufaktur dan industri, tetapi juga 

sektor-sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. 

Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi kekuatan utama yang 

mengubah cara kerja dan berinteraksi. Hal ini membuka peluang baru 

bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa tantangan, 

terutama dalam hal ketimpangan sosial. Richard Baldwin (2019), 

dalam bukunya The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and 

the Future of Work, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, seperti 

robot dan AI, bisa meningkatkan ketimpangan ekonomi jika tidak 
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juga telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 

pada tahun 2022, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak privasi 

warga negara di era digital (Idham Mahriv, Nisa Alifatuzzahra, & 

Nurbaiti Nurbaiti, 2023). 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Pancasila 

harus tetap menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dibuat. 

Pancasila, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilannya, mampu 

menjadi pengarah dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 

4.0. Ketika perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, yang paling 

penting adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk 

kesejahteraan bersama, sebagaimana yang diamanatkan oleh 

Pancasila. 

 

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Revolusi Industri 

4.0 

Revolusi Industri 4.0 telah membawa transformasi besar dalam 

berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan 

politik. Di era ini, teknologi memainkan peran sentral, terutama dalam 

integrasi dunia fisik, digital, dan biologis melalui kecerdasan buatan 

(AI), internet of things (IoT), blockchain, big data, dan teknologi 

lainnya. Kemajuan teknologi ini memiliki potensi untuk mempercepat 

perkembangan bangsa, namun juga menimbulkan tantangan etis dan 

sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat. Indonesia, dengan 

Pancasila sebagai ideologi bangsa, memiliki landasan kuat untuk 

menghadapi tantangan ini. 

Klaus Schwab, pencetus konsep Revolusi Industri 4.0, 

menyatakan bahwa "The Fourth Industrial Revolution is fundamentally 

changing the way we live, work, and relate to one another. The speed, 

breadth, and depth of this revolution is forcing us to rethink how 

countries develop, how organizations create value, and even what it 

means to be human" (Schwab, 2017, p. 12). Pernyataan Schwab ini 

menggarisbawahi bahwa perubahan yang terjadi dalam Revolusi 

Industri 4.0 tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga 

pada kehidupan sosial dan identitas manusia. Di tengah perubahan 

tersebut, Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat berperan sebagai 
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Penutup 

Pancasila memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk arah 

pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 4.0. Di tengah pesatnya 

kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila, seperti moralitas, 

kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, memberikan 

landasan yang kuat bagi pengembangan generasi penerus bangsa. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Yuval Noah Harari, “Teknologi adalah 

alat yang kuat, namun tanpanya, moralitas menjadi panduan yang tak 

tergantikan dalam menghadapi perubahan global” (Harari, 2018, p. 

57). Pendidikan tinggi di Indonesia, dengan berlandaskan Pancasila, 

dapat memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kesejahteraan 

bersama dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. 

Lebih jauh, Elon Musk mengingatkan bahwa “Kemajuan teknologi 

tanpa etika bisa menjadi bencana bagi peradaban manusia” (Musk, 

2017). Kutipan ini mempertegas pentingnya peran Pancasila dalam 

menjaga agar perkembangan teknologi tidak meninggalkan nilai-nilai 

moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai 

Pancasila dalam pendidikan tinggi adalah langkah penting untuk 

membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi 

juga bijak secara moral. 

Di era digital ini, pendidikan tinggi harus tetap memprioritaskan 

pembentukan karakter yang sesuai dengan semangat Pancasila, 

sehingga Indonesia dapat bersaing secara global sambil tetap 

memegang teguh identitas nasional. Sebagai ideologi bangsa, 

Pancasila bukan hanya pilar moral, tetapi juga kompas etis yang akan 

memandu Indonesia melalui tantangan Revolusi Industri 4.0, 

menciptakan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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masyarakat dari dampak negatif teknologi seperti eksploitasi data 

pribadi atau monopoli oleh korporasi teknologi besar (Rahardjo, 

2019). 

Adapun prinsip persatuan dalam Pancasila menegaskan 

pentingnya menjaga harmoni dan persatuan dalam interaksi di dunia 

digital, di mana disinformasi dan ujaran kebencian dapat merusak 

persaudaraan bangsa (Notonagoro, 2018). Persatuan ini dapat 

diwujudkan dengan menolak segala bentuk provokasi yang memecah 

belah masyarakat di media sosial dan mendorong komunikasi yang 

menghormati keberagaman (Widjaja, 2022). Pancasila memberikan 

kerangka etis yang memungkinkan pengembangan teknologi berjalan 

seiring dengan nilai-nilai luhur bangsa (Kusuma, 2019). 

 

Sila Ketuhanan dan Etika Digital 

Memelihara nilai-nilai moral dan spiritual dalam era digital sangatlah 

krusial mengingat perkembangan teknologi yang cepat seringkali 

menghadirkan tantangan etika yang baru. Dalam dunia digital, di 

mana informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan mudah, 

nilai-nilai moral menjadi pedoman untuk menjaga integritas, 

kejujuran, dan tanggung jawab sosial . Kehadiran teknologi, seperti 

media sosial dan kecerdasan buatan, menciptakan ruang di mana 

interaksi manusia sering kali minim kontrol, yang membuat potensi 

penyalahgunaan menjadi tinggi. Nilai spiritual, seperti kepercayaan 

dan kepedulian terhadap sesama, dapat berfungsi sebagai fondasi 

dalam menjaga perilaku online agar tetap etis dan beradab. 

Tanpa landasan spiritual yang kuat, masyarakat dapat terjebak 

dalam praktik-praktik digital yang tidak beretika, seperti penyebaran 

hoaks dan ujaran kebencian (Magnis-Suseno, 2001). Moralitas yang 

kokoh juga dapat mengarahkan penggunaan teknologi digital ke arah 

yang positif, misalnya untuk menyebarkan kebaikan, berbagi 

pengetahuan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial . Dalam 

konteks pendidikan, pentingnya pendidikan moral dan spiritual juga 

ditekankan bahwa integrasi nilai-nilai moral dalam pendidikan 

teknologi adalah upaya untuk membentuk manusia yang bermartabat 

di era digital (Gede Raka, 2019) . 
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wujud penerapan prinsip kerakyatan yang bijaksana dalam 

membentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat (Santoso, 2022). 

Contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam perlindungan 

data pribadi terlihat dalam pengaturan hak-hak pengguna internet 

melalui UU Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur 

bagaimana perusahaan harus meminta izin sebelum mengumpulkan, 

menyimpan, dan memproses data pengguna, sesuai dengan prinsip 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Perusahaan juga diwajibkan 

untuk menyediakan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran 

data, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan 

aturan ini melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan 

transparan (Prasetyo, 2023). 

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi pedoman 

moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga relevan 

dalam menjawab tantangan era digital, termasuk dalam hal 

perlindungan data pribadi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam 

kebijakan dan praktik perlindungan data memberikan jaminan bahwa 

hak-hak dasar warga negara tetap dihormati, sekaligus memastikan 

bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan martabat 

manusia. Dalam konteks ini, Pancasila mampu menjadi panduan yang 

kuat dalam menghadapi disrupsi digital sambil tetap menjaga 

integritas sosial dan kemanusiaan di tengah arus perubahan yang 

cepat. 
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"pembredelan," di mana aktivitas penerbitan mereka dihentikan 

secara paksa. Dari dua belas penerbitan tersebut, hanya dua yang 

kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan operasionalnya, 

namun dengan syarat yang ketat. Mereka diharuskan untuk 

melakukan restrukturisasi yang mencakup perombakan organisasi 

secara menyeluruh dan perampingan staf untuk memastikan bahwa 

mereka mengikuti kebijakan dan garis editorial yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah 

dalam mengontrol media dan memastikan bahwa informasi yang 

disebarkan tetap sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa 

(Hill, 2011). 

Pada masa sebelum hadirnya teknologi digital, demokrasi 

mengalami keterbatasan yang signifikan, terutama dalam hal 

partisipasi publik dan penyebaran informasi. Masyarakat saat itu 

memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengekspresikan 

pemikiran, menyuarakan pendapat, serta mendapatkan informasi 

yang beragam dan luas. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

diskusi publik dan menyampaikan aspirasi hanya tersedia melalui 

beberapa saluran tradisional seperti media massa, koran, televisi, dan 

radio. Wadah-wadah ini, yang pada saat itu mendominasi aliran 

informasi, cenderung memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan 

kebebasan, seringkali dikendalikan oleh otoritas tertentu yang 

menentukan apa yang boleh atau tidak boleh disebarluaskan. 

Akibatnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan atau platform 

untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, menjadikan 

kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi yang luas 

menjadi sesuatu yang sulit dicapai. 

Namun, dengan hadirnya teknologi digital, lanskap demokrasi 

mengalami perubahan yang sangat besar. Kehadiran teknologi ini 

telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek, mulai 

dari cara informasi disebarluaskan hingga bagaimana warga negara 

saling berkomunikasi dan terlibat dalam proses politik. Sebelum era 

digital, penyebaran informasi dan partisipasi politik lebih terbatas 

pada saluran tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio. 

Namun, teknologi digital telah memperluas cakupan dan kecepatan 

informasi, memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan dinamis 
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Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, demokrasi 

juga harus beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan 

teknologi. Meskipun teknologi digital membawa perubahan besar, 

prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan 

partisipasi inklusif harus tetap menjadi fondasi dalam setiap adaptasi 

yang dilakukan. Artinya, dalam setiap inovasi teknologi yang diadopsi, 

harus selalu dipertimbangkan bagaimana teknologi tersebut dapat 

digunakan untuk memperkuat, bukan melemahkan, nilai-nilai 

demokrasi. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya menjadi 

alat untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai 

pilar yang mendukung dan memperkuat demokrasi dalam 

menghadapi tantangan masa depan. 

 

Penutup 
Buku ini telah mengajak kita untuk merefleksikan kembali hubungan 

yang kompleks dan dinamis antara demokrasi dan Pancasila di era 

teknologi yang terus berkembang. Dalam perjalanan ini, kita telah 

melihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari 

Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam konteks digital, serta 

tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan 

teknologi. Era digital telah membawa transformasi dalam praktik 

demokrasi, memperluas jangkauan partisipasi publik dan 

meningkatkan transparansi pemerintahan. Teknologi digital, dengan 

segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya, memberikan sarana 

baru untuk keterlibatan politik dan penyebaran informasi. Namun, 

dibalik manfaat tersebut, kita juga dihadapkan pada tantangan besar 

yang perlu diatasi, seperti penyebaran disinformasi, kesenjangan 

digital, dan potensi penyalahgunaan teknologi. 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi jawaban yang 

memandu dalam pengelolaan demokrasi di era teknologi. Butir-butir 

pengamalan Pancasila memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk 

memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang 

mendukung keadilan, transparansi, dan partisipasi yang inklusif. 

Dengan mengutamakan musyawarah, kepentingan bersama, dan 

tanggung jawab moral, kita dapat memastikan bahwa teknologi tidak 

hanya menjadi alat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi dan 

kemanusiaan. 
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Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk terus 

mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila dalam menghadapi 

tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital ini. Dengan 

pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur, 

kita dapat mengoptimalkan potensi teknologi untuk memperkuat 

demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga 

integritas sistem pemerintahan. Semoga buku ini menjadi kontribusi 

yang bermanfaat dalam memahami dan menghadapi dinamika 

demokrasi dan Pancasila di zaman teknologi, serta mendorong 

refleksi dan aksi positif bagi masa depan bangsa.  
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Absolutisme Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan  

Setiap bayi yang dilahirkan membawa kodratnya dengan misinya di 

dunia untuk melanjutkan perikehidupan dan peradaban yang telah 

berlangsung sejak dahulu. Keberlangsungan hidup manusia diawali 

dengan kasih sayang dan bantuan pemenuhan kebutuhan dari ibu 

merupakan realisasi dari pemenuhan hak asasi bayi. Dalam memenuhi 

kebutuhan bayi, ibu ikhlas memberikan asupan gizi yang memadai 

sebagai wujud kasih sayang. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah 

Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan agar pasangan suami istri 

bertanggung jawab memberikan asupan gizi berupa pemberian air 

susu ibu (ASI)  selama dua tahun jika ingin menyempurnakan 

penyusuan dan kewajiban  memberikan nafkah  termasuk kiswah 

(pakaian)  agar dapat bertahan hidup. Selain itu ayat tersebut 

membolehkan seorang ibu menyapih atau berhenti menyusui sebelum 

sampai dua tahun dan tidak ada dosa baginya, bahkan dibolehkan 

menyusukan  anak  kepada orang lain, dan tidak ada dosa bagi ibu 

dengan memberikan bayaran  secara baik.  

Ayat Al-Qur’an tersebut menunjukkan keberlangsungan 

kehidupan manusia tidak boleh diabaikan. Hak asasi manusia (HAM) 

selalu melekat pada diri setiap orang. Dalam Preambule 1948 United 

Nation of Human Rights, diuraikan, “Pengakuan atas martabat yang 

melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua 

anggota keluarga umat manusia merupakan landasan kebebasan, 

keadilan, dan perdamaian di dunia.” Meskipun demikian HAM dapat 

diubah sebab suatu putusan hakim, namun hal itu merupakan bagian 

dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang lebih dahulu menjadi 

korban akibat perbuatan orang yang dikenakan hukuman.  

Selain itu pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu 

Hari Pertama Kehidupan. Dalam penjelasan umum diuraikan, “Hak 

untuk hidup layak, mempertahankan kehidupannya, serta 

membentuk keluarga merupakan hak warga negara yang dilindungi 

oleh  negara berdasarkan Undang-Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1945”.  

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah 

SWT dibekali hak-hak asasi yang menjadi pilar untuk 
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norma-norma HAM bagi masyarakat, tidak hanya untuk membantu  

membangkitkan kemauan politik dalam menetapkan dan menerapkan 

standar-standar HAM, tetapi juga untuk mencapai tingkat 

keberhasilan  yang cukup guna terpenuhinya efektivitas 

penyelenggaraan HAM. Karena tidak ada sistem pelaksanaan yang 

dapat menanggulangi pelanggaran-pelanggaran  yang bersifat masif 

dan terus menerus terhadap standar-standar normatifnya, maka 

pemenuhan HAM secara sukarela harus menjadi hukum, tanpa kecuali 

(Abdullah A. An-Na’im, 2007: 65). 

Oleh karena itu Pancasila seharusnya menjadi bingkai HAM 

sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjadikan Pancasila 

sebagai tolok ukur untuk mengesahkan norma-norma standar HAM. 

Sebagai wujud dari hal itu HAM menjadi bagian dari UUD NRI 1945 

yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta meratifikasi 

berbagai instrumen HAM PBB. 

 

Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Teknologi 
Teknologi merupakan kebutuhan manusia. Perkembangan peradaban 

manusia selalu berubah, aktivitas  manusia senantiasa menghasilkan 

karya. Manusia yang secara naluri dibekali kemampuan berpikir dan 

berinovasi atas ciptaan para pendahulunya. Namun keberadaan 

teknologi tidaklah selalu membawa dampak positif bagi manusia 

bahkan dapat berdampak buruk yang merugikan manusia. Teknologi 

yang berkembang saat ini belum mampu menjadi bingkai HAM, 

bahkan mengarah kepada hal-hal yang mengabaikan hak-hak dasar 

manusia. 

Teknologi seharusnya memenuhi kebutuhan manusia dan  

bermanfaat untuk kemaslahatan. Teknologi memudahkan aktivitas 

manusia untuk memproduksi barang dan jasa. Keinginan inventor 

atau penemu  suatu teknologi kemungkinan untuk memperbaiki 

kehidupan manusia, namun seiring dengan tersebarnya teknologi 

yang tanpa edukasi dan pembinaan yang memadai, pengguna 

teknologi sering menyalahgunakan. Beraneka ragam manfaat dari 

teknologi informasi yang menyediakan akses bagi siapapun dan 
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maupun yang terkesan mendadak karena terjadi suatu pandemi yang 

mengancam kehidupan manusia. Teknologi yang dikembangkan hari 

ini jika dibiarkan berkembang tanpa arah akan melahirkan teknologi 

yang tidak mampu membingkai HAM.   

Teknologi informasi (TI) memberikan dampak signifikan dan luas 

terhadap kehidupan manusia. Fenomena kemunculan Artificial 

Intelligence (AI), kehebatannya diduga mampu mendikte alam 

pemikiran manusia. Bahkan AI diprediksi akan mengambil alih 

beberapa jenis pekerjaan yang selama ini digeluti manusia.  

Mencermati berbagai dampak yang ditimbulkan teknologi pada 

umumnya dan TI pada khususnya, dapat disimpulkan bahwa 

teknologi modern tidak mampu menjadi bingkai HAM. Seharusnya 

setiap pengembangan teknologi semata-mata ditujukan untuk 

kemaslahatan umat manusia dan lingkungannya, dan itu merupakan 

realisasi teknologi yang membingkai HAM. Sebagian orang menduga 

bahwa saat ini kemajuan teknologi yang dikembangkan merupakan 

independensi inventor yang dapat lepas dari tujuan mulia yakni untuk 

kemaslahatan manusia, namun tidak dimaksudkan untuk melindungi 

hak-hak dasar manusia, misalnya industri dan teknologi persenjataan.  

Dibalik penciptaan suatu teknologi menjadi bagian dari strategi  untuk 

‘merugikan’ pihak lain agar tidak ada kompetitor yang mampu 

menyaingi.  

Bagi bangsa Indonesia, setiap pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi diupayakan untuk selalu mengacu kepada 

kemaslahatan umat manusia yang Pancasilais dengan harapan 

perlindungan nilai-nilai HAM tetap menjadi tujuan utama. 

Dilematisasi dalam hal ini terjadi ketika hasil pengembangan 

teknologi yang berasal dari negara lain dapat dipastikan tidak sejalan 

dengan Pancasila dan HAM pada umumnya dan hal itu sudah terjadi.  

 

 

 

**************** 
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Tantangan Kebinekaan di Era Digital 

1. Perkembangan Era Digital di Indonesia 
Era digital adalah masa dimana terjadi transformasi besar dalam 

cara masyarakat menciptakan, menyebarkan, dan mengonsumsi 

informasi. Periode ini dimulai dengan munculnya teknologi 

komputer dan internet. Digitalisasi tidak hanya melibatkan 

perubahan teknis semata, tetapi juga membawa dampak signifikan 

pada aspek sosial, ekonomi, budaya serta politik yang dipengaruhi 

oleh perkembangan teknologi digital. Di era ini, sumber informasi 

telah berkembang dari media cetak atau analog menuju jaringan 

elektronik canggih seperti perangkat lunak dan sistem komputasi 

mutakhir. Menurut Negroponte (1995), era digital ditandai dengan 

peralihan dominan dari dunia berbasis atom—simbol untuk media 

fisik seperti koran dan buku—menuju dunia yang didominasi bit 

yaitu segala bentuk media digital termasuk situs web maupun 

aplikasi.  

Indonesia telah memasuki era digital seiring dengan 

perkembangan global teknologi informasi. Kemajuan ini menjadi 

semakin menonjol sejak awal tahun 2000-an, terutama berkat 

peningkatan infrastruktur telekomunikasi seperti akses internet 

broadband dan penetrasi perangkat mobile. Dengan populasi yang 

besar dan tingkat adopsi teknologi yang cepat, Indonesia kini 

mencakup salah satu pasar digital terbesar di dunia. Sejak 

pertengahan 2010-an, pemerintah melalui program Palapa Ring 

bekerja keras membangun jaringan serat optik nasional untuk 

menghubungkan seluruh wilayah negara, termasuk daerah 

terpencil sekalipun. Program tersebut bertujuan mendukung 

penyediaan akses internet cepat secara merata di seluruh pelosok 

negeri—sebuah prasyarat utama dalam era digital saat ini. Laporan 

dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 

menunjukkan bahwa dengan selesainya proyek Palapa Ring lebih 

dari 500 kabupaten/kota di Indonesia kini menikmati akses 

internet berkecepatan tinggi. Hal ini turut memperkecil 

kesenjangan digital antara kawasan perkotaan dan pedesaan 

(Kominfo, 2021).  
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aktivitas sosial tradisional yang mendukung keberagaman. Hal 

ini mengakibatkan keterpisahan sosial dan membuat mereka 

kurang terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih inklusif. 

h. Penurunan Rasa Nasionalisme dan Identitas Kultural Lokal  

Fragmentasi identitas ini juga bisa melemahkan rasa 

nasionalisme serta keterikatan terhadap nilai-nilai kebinekaan. 

Banyak anak muda Indonesia yang lebih terpengaruh oleh tren 

global dibandingkan dengan warisan budaya lokal, sehingga 

pemahaman mereka tentang pentingnya keberagaman budaya 

di Indonesia mengalami penurunan. 

 

4. Kasus Pelanggaran Keberagaman di Ranah Digital 
Era digital, terutama melalui media sosial dan platform online, telah 

membuka ruang yang luas untuk interaksi antara individu dan 

kelompok. Di Indonesia maupun di seluruh dunia, pelanggaran 

terhadap keanekaragaman di ranah maya mencakup ujaran 

kebencian, diskriminasi, penistaan agama, serta penyebaran 

informasi yang memperparah polarisasi sosial. 

Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kebinekaan yang 

terjadi di dunia maya: 

 

Tabel 9.1: Kasus Pelanggaran Keberagaman di Ranah Digital 
Jenis 

Pelanggaran 
Kasus Dampak 

Kasus Ujaran 

Kebencian 
Berbasis 

Agama dan Ras 
di Media Sosial 

Kasus Ahok (2016)  

Salah satu kasus besar 
terkait pelanggaran 

kebinekaan di dunia maya 
adalah kasus yang 

melibatkan Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) pada tahun 

2016. Ahok, yang pada saat 
itu menjabat sebagai 

Gubernur DKI Jakarta, 
menjadi korban kampanye 

ujaran kebencian berbasis 
agama. Video pidato Ahok 

Kasus ini 

memperlihatkan 
bagaimana dunia maya, 

khususnya media sosial, 
bisa menjadi alat untuk 

menyebarkan 
kebencian berdasarkan 

isu SARA (Suku, Agama, 
Ras, dan 

Antargolongan). 
Kampanye kebencian 

ini juga memperdalam 
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Berbasis 

Kepercayaan 

memposting konten yang 

menghina agama Islam dan 
Kristen memicu kegaduhan 

di dunia maya. Konten 
provokatif ini dengan cepat 

menyebar di berbagai grup 
Facebook dan memancing 

reaksi keras dari masyarakat 
yang merasa agamanya 

dihina. Beberapa kasus 
serupa juga terjadi di 

platform-platform lain 
seperti Twitter dan YouTube 

(Arifianto, 2020) 

hubungan antaragama 

di Indonesia yang 
dikenal pluralistik. 

Penistaan agama ini 
juga sering kali 

menimbulkan protes 
besar-besaran yang 

mengancam stabilitas 
sosial dan politik 

Sumber: Bahan Sekunder yang Diolah Penulis, 2024 

 

Etika Berinternet Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi 

sebagai pedoman dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, 

tetapi juga dapat menjadi panduan etis untuk perilaku di dunia maya. 

Dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan meningkatnya 

aktivitas masyarakat di internet, penerapan nilai-nilai Pancasila 

sebagai landasan etika online semakin penting. Nilai-nilai Pancasila 

dapat membentuk perilaku pengguna internet yang bijak, 

bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bersama.  

Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana setiap sila dalam 

Pancasila bisa diterapkan dalam konteks etika berinternet:  

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila pertama Pancasila mengajarkan pentingnya beriman kepada 

Tuhan dan menghormati agama serta keyakinan yang dianut oleh 

orang lain. Dalam konteks penggunaan internet, ini berarti bahwa 

setiap pengguna harus menjaga sikap saling hormat terhadap 

berbagai kepercayaan dan menjauhkan diri dari konten yang dapat 

menyinggung atau menghina agama tertentu. 

Mengimplementasikan etika dalam berinternet:  

a. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu (hoaks), 

atau konten yang mengandung penistaan agama. 
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Implementasi: 

a. Membangun komunitas online yang mempromosikan nilai-nilai 

keragaman dan toleransi, seperti kelompok diskusi lintas 

agama, suku, dan golongan di media sosial.  

b. Mengatur kegiatan-kegiatan virtual yang mendukung 

penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti mengadakan webinar 

atau diskusi daring tentang isu-isu sosial yang menekankan 

semangat kebersamaan dan keadilan sosial. 

c. Menjadi seorang influencer positif di media sosial dengan 

menyebarkan konten yang memperkuat keberagaman 

Indonesia dan mendorong kolaborasi antar komunitas. 

Studi kasus: 

Komunitas daring seperti "Sahabat Pancasila" di platform 

Facebook dan Instagram, yang terdiri dari anak-anak muda dengan 

berbagai latar belakang, adalah contoh nyata penerapan nilai-nilai 

Pancasila dalam interaksi antaranggota. Mereka mengadakan 

diskusi online mengenai pentingnya toleransi dan persatuan dalam 

keberagaman (Laksmi, 2020). 
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perkembangan AI di Indonesia dapat diarahkan untuk mendukung 

ketahanan nasional, bukan justru menjadi ancaman. 

Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana Pancasila dapat 

diterapkan dalam menghadapi tantangan dan ancaman di era 

kecerdasan buatan. Melalui analisis terhadap kasus-kasus 

penyalahgunaan AI dan regulasi yang ada, serta dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat 

ditemukan solusi yang efektif untuk menjaga ketahanan nasional di 

era digital yang semakin kompleks. 

 

Pancasila di Era Kecerdasan Buatan 
Pancasila di era kecerdasan buatan sebagai pedoman berperilaku di 

era kecerdasan buatan. Pancasila digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. 

Nilai-nilai sila Pancasila sangat bermanfaat sebagai acuan bertindak 

dan filter kokoh guna menghadapi tantangan dan ancaman yang bisa 

timbul dari penggunaan kecerdasan buatan. 

Pancasila adalah lima prinsip dasar kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan 

berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila dapat 

dijabarkan dengan beraneka ragam fungsi dan kedudukan. Pancasila 

dapat dimaknai sebagai sumber hukum nasional, fondasi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, jiwa bangsa Indonesia, perjanjian luhur 

bangsa, falsafah hidup bangsa Indonesia, kepribadian nasional serta 

cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus 

diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

bangsa Indonesia. Pancasila sebagai lima prinsip dasar kehidupan 

berbangsa dan bernegara sekaligus kepribadian bangsa Indonesia 

terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang dikukuhkan 

dalam memorandum DPR-GR tanggal 09 Juni 1966 serta dikuatkan 

oleh Ketetapan MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Penegasan 

Pancasila sebagai dasar bernegara. Implementasi sila-sila Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pedoman bangsa 

Indonesia dalam berperilaku serta dapat pula digunakan untuk 

memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia di berbagai aspek dan era kehidupan, khususnya di era 

kecerdasan buatan yang begitu berkembang pesat.  
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dan mandiri di tengah arus globalisasi dan revolusi teknologi, tanpa 

kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 

Pancasila (Iftitah, 2017). Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya 

sekadar dasar negara, tetapi juga kompas moral yang dapat menuntun 

bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik di era 

kecerdasan buatan. 
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Pendahuluan 
"Teknologi tidak bisa menggantikan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi 

harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik." 

Kutipan dari Nelson Mandela ini mengingatkan kita bahwa 

transformasi teknologi, termasuk dalam ranah ekonomi digital, harus 

senantiasa diiringi dengan prinsip-prinsip keadilan yang memihak 

pada kesejahteraan masyarakat luas. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut 

tertuang dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu "Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pancasila bukan hanya sekadar 

dasar negara, tetapi juga panduan etis dalam membangun keadilan 

ekonomi di tengah laju perkembangan teknologi yang semakin pesat 

di era digital saat ini. 

Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan 

munculnya berbagai inovasi teknologi, sistem ekonomi global dan 

domestik mengalami perubahan besar. Ekonomi digital menjadi salah 

satu aspek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi modern. 

Digitalisasi memungkinkan terciptanya model bisnis baru, 

otomatisasi proses ekonomi, dan terbukanya akses pasar yang lebih 

luas bagi pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Namun, sebagaimana 

disampaikan oleh Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel, "Globalisasi, 

termasuk digitalisasi, tidak serta merta memberikan manfaat yang 

merata. Tanpa regulasi yang tepat, ketimpangan ekonomi justru bisa 

semakin melebar" (Stiglitz, 2019). Pendapat ini relevan untuk 

menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi 

kesenjangan ekonomi di era digital, di mana ketimpangan akses dan 

kesempatan menjadi isu sentral yang perlu diatasi melalui kebijakan 

yang adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Keadilan ekonomi, sebagaimana termaktub dalam Pancasila, 

menuntut adanya distribusi yang merata atas sumber daya ekonomi, 

yang dapat dicapai melalui kebijakan negara yang berorientasi pada 

pemerataan kesejahteraan dan akses ekonomi bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Di era digital, tantangan ini semakin kompleks, mengingat 

adanya kesenjangan digital atau digital divide yang masih signifikan. 

Menurut data World Economic Forum (2022), sekitar 60% dari 

populasi global telah terhubung dengan internet, namun akses 

terhadap teknologi dan keterampilan digital masih jauh dari merata, 

terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di 
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ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, kesenjangan digital dan 

ketidakadilan dalam model bisnis platform menjadi tantangan utama 

yang harus diatasi melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Negara 

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transformasi 

digital berlangsung dengan prinsip keadilan yang sejalan dengan nilai-

nilai Pancasila, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati 

manfaat dari perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin 

pesat. 

 

Tantangan Keadilan Ekonomi di Era Digital 
Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi global dan nasional. 

Transformasi ekonomi ini ditandai dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi, yang menghasilkan ekonomi digital yang 

mengandalkan platform digital, e-commerce, dan inovasi teknologi 

lainnya. Meski membawa banyak manfaat, ekonomi digital juga 

memunculkan tantangan serius terhadap keadilan ekonomi, terutama 

dalam konteks distribusi kesejahteraan dan akses yang merata 

terhadap peluang ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph 

Stiglitz, "Digitalisasi dapat memperlebar jurang ketimpangan jika 

tidak diiringi dengan kebijakan yang tepat untuk melindungi 

kepentingan kelompok masyarakat yang rentan" (Stiglitz, 2019). 

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima 

tentang keadilan sosial, harus menjadi dasar dalam menghadapi 

tantangan keadilan ekonomi di era digital ini. 

1. Kesenjangan Digital (Digital Divide) 

Salah satu tantangan utama yang muncul di era digital adalah 

kesenjangan digital atau digital divide. Kesenjangan ini merujuk 

pada perbedaan akses terhadap teknologi digital, termasuk 

internet, antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dengan 

kelompok yang kurang mampu, serta antara daerah perkotaan dan 

pedesaan. Meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia telah 

mencapai 77% (Annur, 2023), masih terdapat kesenjangan akses 

yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah 

pedesaan, banyak masyarakat yang belum dapat memanfaatkan 

internet dan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup 

mereka, yang pada akhirnya memperdalam ketimpangan ekonomi. 
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Penutup 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi landasan 

filosofis dan moral dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk 

dalam konteks ekonomi di era digital. Perkembangan teknologi digital 

menawarkan peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih inklusif, namun juga menghadirkan tantangan 

yang signifikan terkait kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena 

itu, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang "Keadilan 

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," harus terus dijadikan pijakan 

dalam perumusan kebijakan publik untuk memastikan bahwa 

transformasi digital membawa manfaat yang adil dan merata bagi 

semua lapisan masyarakat. 

Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, "keadilan sosial 

bukan hanya soal pemerataan hasil, tetapi juga pemerataan 

kesempatan" (Rawls, 1971). Prinsip ini relevan dengan upaya 

pemerintah untuk tidak hanya mendistribusikan manfaat ekonomi 

digital, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki akses 

yang setara terhadap infrastruktur, literasi digital, dan peluang usaha 

di sektor digital. Pemerintah harus terus berperan sebagai fasilitator 

yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital sekaligus sebagai 

pengawas yang memastikan bahwa semua warga negara dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital tanpa terkecuali. 

Dalam menghadapi tantangan keadilan ekonomi di era digital, 

kebijakan yang inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas 

utama. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu 

bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan 

melindungi hak-hak pekerja, melindungi privasi data, serta 

mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Seperti yang dikatakan 

oleh Amartya Sen, "keadilan ekonomi tidak hanya tentang 

pendapatan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mencapai 

kehidupan yang bernilai" (Sen, 1999). Dengan demikian, keadilan 

ekonomi di era digital tidak hanya soal pemerataan hasil, tetapi juga 

soal peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. 
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Pada akhirnya, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama 

dalam setiap kebijakan ekonomi digital yang diambil. Prinsip-prinsip 

keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam 

Pancasila harus terus diterjemahkan dalam kebijakan yang responsif 

terhadap dinamika perubahan zaman (Abdillah, 2018). Hanya dengan 

demikian, Indonesia dapat membangun ekonomi digital yang tidak 

hanya maju, tetapi juga berkeadilan, seperti yang diharapkan oleh 

para pendiri bangsa. 
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Meskipun pemanfaatan teknologi menawarkan banyak manfaat, 

terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan 

utama adalah ketimpangan akses teknologi yang masih ada di 

berbagai daerah di Indonesia. Banyak daerah terpencil yang belum 

memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga masyarakat di 

daerah tersebut tidak dapat menikmati manfaat dari teknologi yang 

ada. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian utama, 

mengingat semakin meningkatnya ancaman siber yang dapat 

merugikan masyarakat. Menurut laporan dari Cybersecurity 

Indonesia, serangan siber terhadap institusi pemerintah meningkat 

hingga 50% dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan 

meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. 

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dalam kebijakan 

publik di Indonesia terus berkembang, dengan fokus pada 

peningkatan pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis 

data. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada 

kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk itu, perlu ada 

dialog yang konstruktif antara semua pihak untuk menciptakan 

ekosistem yang mendukung penggunaan teknologi secara optimal. 

Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan teknologi 

dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. Hal ini mencakup tidak hanya 

peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan peningkatan kualitas 

hidup secara keseluruhan. 

 

Tantangan dalam Penerapan Teknologi di Era Digital 

Meskipun teknologi menawarkan berbagai peluang, penerapannya 

dalam kebijakan publik juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah 

satunya adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak semua lapisan 

masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal 

ini dapat menimbulkan kesenjangan baru dalam masyarakat, baik 

dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun partisipasi dalam 

pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa 
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Menurut laporan Transparency International pada tahun 2020, tingkat 

korupsi di sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Oleh karena itu, 

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi harus 

menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil. 

Akhirnya, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi 

pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap 

kerangka hukum dan kebijakan yang ada. Dengan melakukan 

peninjauan secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa 

regulasi yang diterapkan tetap relevan dan responsif terhadap 

perkembangan teknologi yang cepat. Menurut analisis dari McKinsey 

& Company pada tahun 2021, negara-negara yang proaktif dalam 

menyesuaikan regulasi mereka dengan perkembangan teknologi 

cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan potensi ekonomi 

digital. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dan responsif sangat 

diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi 

masyarakat. 

Dengan semua langkah ini, diharapkan pemerintah dapat 

menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi 

masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam 

teknologi digital. Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses 

yang sama terhadap teknologi dan pendidikan akan menjadi kunci 

untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, 

tantangan dan peluang baru akan terus muncul, dan pemerintah harus 

siap untuk menghadapinya dengan kebijakan yang bijak dan 

berorientasi pada kepentingan rakyat. 

 

Kesimpulan 

Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi pedoman utama 

dalam merumuskan kebijakan publik di era teknologi digital. 

Pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan IoT 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, namun 

harus disertai dengan regulasi yang melindungi hak-hak individu dan 

keadilan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa perkembangan 

teknologi tidak menciptakan ketimpangan baru, tetapi justru 
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memperkuat persatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Integrasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik berbasis teknologi 

merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan, keadilan, dan 

keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. 

Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kebijakan publik di 

era teknologi bukan hanya sekadar tuntutan normatif, tetapi juga 

merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa kemajuan 

teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan 

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. 

Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan 

sektor swasta, sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam 

menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini, semangat 

Pancasila harus menjadi pemandu untuk menciptakan kebijakan 

publik yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. 
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Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila 
Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila merupakan suatu 

pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter 

dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila, dasar negara Indonesia (Mislikhah, 2020).  

Pendidikan karakter ini fokus pada pengembangan sikap, 

perilaku, dan nilai moral yang mencerminkan 5 (lima) sila Pancasila, 

yaitu:  

1. Sila Pertama Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila ini mempunyai peran menumbuhkan keimanan, ketakwaan, 

dan rasa syukur kepada Tuhan. Siswa diajarkan untuk 

menghormati agama dan keyakinan orang lain serta menjalankan 

kehidupan yang religius (Agung, 2023). 

2. Sila Kedua Berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Inti dari sila ini adalah mengembangkan sikap menghargai hak 

asasi manusia, peduli terhadap sesama, serta menjunjung tinggi 

keadilan dan kesetaraan (Syafii et al., 2024). Pendidikan ini 

mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menunjukkan 

empati. 

3. Sila Ketiga Berbunyi Persatuan Indonesia 

Yang menjadi pusat perhatian adalah menanamkan rasa cinta 

tanah air, nasionalisme, dan persatuan. Siswa didorong untuk 

menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di 

Indonesia (Mansur, 2019). 

4. Sila Keempat Berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 

Membentuk siswa menjadi individu yang demokratis, menghargai 

perbedaan pendapat, serta mengutamakan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan (Mazid et al., 

2020). 

5. Sila Kelima Berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia 

Mendorong kepekaan terhadap keadilan sosial, tanggung jawab 

sosial, serta kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Siswa 

dididik untuk aktif dalam menjaga kesejahteraan bersama dan 

mengurangi kesenjangan sosial (Adelia Yusnita et al., 2024). 
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Pancasila, pengembangan AI dapat memberikan kontribusi positif 

bagi masyarakat dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan 

untuk kepentingan yang lebih luas dan sesuai dengan tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan (Mislikhah, 2020). 

Pancasila sebagai pedoman etis dalam pengembangan 

kecerdasan buatan (AI) sangat relevan dan penting, terutama 

mengingat dampak luas yang dihasilkan AI terhadap masyarakat, 

ekonomi, dan kehidupan sosial. Sebagai ideologi negara yang 

mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, 

Pancasila dapat memberikan arah dan landasan moral dalam 

penerapan dan pengembangan AI di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila 

tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan 

teknologi dan tanggung jawab sosial, tetapi juga memastikan bahwa 

AI dikembangkan untuk kebaikan bersama, tanpa melanggar prinsip-

prinsip kemanusiaan dan keadilan (Mazid et al., 2020). Pancasila 

sebagai pedoman etis dalam pengembangan kecerdasan buatan 

menekankan pentingnya teknologi ini digunakan untuk kesejahteraan 

bersama, dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan, 

keadilan, persatuan, dan demokrasi.  

 

Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran Pancasila 
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran Pancasila 

menawarkan pendekatan baru yang interaktif, efektif, dan personal. 

AI dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

nilai-nilai Pancasila melalui metode pembelajaran yang inovatif dan 

adaptif.  

Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran Pancasila: 

1. Pembelajaran yang Dipersonalisasi (Personalized Learning)   

Kustomisasi konten pembelajaran AI dapat membantu 

menyesuaikan materi Pancasila berdasarkan kemampuan dan gaya 

belajar setiap siswa. Misalnya, siswa yang belajar lebih cepat dapat 

diberikan materi yang lebih kompleks, sementara siswa yang 

memerlukan lebih banyak waktu dapat menerima penjelasan yang 

lebih mendalam dan latihan yang lebih banyak (Adelia Yusnita et 

al., 2024). AI juga bisa mengidentifikasi area yang perlu 

ditingkatkan, seperti pemahaman tentang sila tertentu. 
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2. Simulasi dan Permainan Edukatif Berbasis AI 

Simulasi situasi nyata AI dapat digunakan untuk menciptakan 

simulasi interaktif yang menggambarkan situasi nyata di mana 

nilai-nilai Pancasila diterapkan (Zulkarnaen, 2022). Dukungan 

untuk guru dalam pembelajaran Pancasila. Asisten pengajar 

berbasis AI dapat membantu guru dalam merancang materi 

pembelajaran, menyusun soal, dan memberikan evaluasi. Dengan 

demikian, guru dapat lebih fokus pada memberikan pengajaran 

yang lebih mendalam dan interaktif tentang nilai-nilai Pancasila, 

sementara tugas administratif dan teknis ditangani oleh AI 

(Nurzaman et al., 2023). 

Pemanfaatan AI dalam pembelajaran Pancasila tidak hanya 

memberikan pendekatan yang lebih modern dan menarik, tetapi juga 

membantu siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan 

teknologi AI, pembelajaran Pancasila dapat menjadi lebih efektif, 

adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman, sekaligus memastikan 

bahwa pengajaran tentang ideologi negara ini tetap kokoh di tengah 

perubahan teknologi.  
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Hubungan Kepemimpinan Asta Brata dan Pancasila 
Hubungan antara Kepemimpinan Asta Brata dan Pancasila dapat 

dianalisis melalui nilai-nilai inti yang terkandung dalam kedua konsep 

tersebut. Keduanya menekankan pentingnya kesejahteraan, keadilan, 

moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan. Meskipun 

berasal dari tradisi yang berbeda—Asta Brata dari ajaran Hindu Jawa 

dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia—keduanya 

mengandung prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis (Sunardi, 

2019). 

Keterkaitan prinsip-prinsip kepemimpinan Asta Brata dan 

Pancasila dapat dilukiskan  sebagai berikut:  

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa dan Indra Brata 

a. Indra Brata: Dalam Asta Brata, Dewa Indra sebagai Dewa Hujan 

melambangkan seorang pemimpin yang harus membawa 

kesejahteraan bagi rakyatnya, seperti hujan yang menyuburkan 

bumi. Ini dapat dipandang sebagai sebuah analogi untuk 

menggambarkan sosok pemimpin yang menghormati 

kekuasaan Tuhan dan mengamalkan nilai-nilai ketuhanan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Keterkaitan dengan Sila Pertama: Sila pertama Pancasila 

mengharuskan pemimpin untuk memiliki iman kepada Tuhan 

yang Maha Esa serta memimpin berdasarkan nilai-nilai 

ketuhanan. Seorang pemimpin yang menerapkan prinsip Indra 

Brata akan berusaha bukan hanya untuk menjamin 

kesejahteraan material, tetapi juga membangun hubungan 

spiritual yang kokoh dengan rakyatnya, sesuai dengan konsep 

ketuhanan dalam Pancasila 

c. Konsep kepemimpinan spiritual tentang otoritas karismatik dan 

tradisional, yang menekankan bahwa legitimasi seorang 

pemimpin tidak hanya didasarkan pada kekuasaan formal, 

tetapi juga pada moralitas dan spiritualitasnya (Sri Wintala 

Achmad, 2013) . 

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Yama 

Brata 

a. Yama Brata: Dewa Yama, Sang Dewa Keadilan, melambangkan 

seorang pemimpin yang harus bersikap adil dan tidak 
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Model Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam 

Kepemimpinan Modern 
Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik yang 

unik dan relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Beberapa 

prinsip yang beliau terapkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, 

keadilan, serta kemampuan untuk mendengarkan dan berkomunikasi 

dengan efektif, dapat diadaptasi dalam gaya kepemimpinan saat ini. 

Model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi 

pemimpin di berbagai sektor, baik dalam bisnis, pemerintahan, 

maupun organisasi sosial, terutama dalam menghadapi tantangan era 

modern (R. Maulana & C. Anwar, 2022).  

Berikut adalah beberapa prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad 

SAW yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks 

kepemimpinan modern: 

1. Kejujuran dan Integritas (Sidiq) 

Kejujuran adalah pondasi dasar dalam kepemimpinan Rasulullah 

SAW. Sejak awal, beliau dikenal sebagai Al-Amin (yang dapat 

dipercaya). Dalam konteks kepemimpinan modern, kejujuran dan 

integritas menjadi ciri utama seorang pemimpin yang sukses. 

Kepercayaan publik atau pengikut terhadap seorang pemimpin 

sangat tergantung pada transparansi dan integritas moral yang 

diperlihatkan oleh pemimpin tersebut. Di era modern, konsep ini 

tercermin dalam corporate governance, di mana pemimpin yang 

jujur dan berintegritas cenderung menciptakan lingkungan kerja 

yang sehat, produktif, dan bebas dari korupsi. Kejujuran juga 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis, di mana 

pemimpin harus mampu mempertimbangkan dampak keputusan 

yang diambil terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas 

(A. Tamyis, 2018).  

Implementasi sikap ini dapat tercermin dalam:  

a. menjaga transparansi dalam komunikasi dan pengambilan 

keputusan, baik di dalam perusahaan maupun di lembaga 

public;  

b. memastikan bahwa organisasi yang dipimpin bebas dari praktik 

korupsi dan penipuan, melalui sistem kontrol internal yang 

kuat. 
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c. Pelatihan Leadership di Universitas 

Implementasi: Sejumlah universitas menyelenggarakan 

program pelatihan kepemimpinan yang berlandaskan 

Pancasila. Program tersebut bertujuan untuk mencetak 

pemimpin dengan integritas tinggi, visi jangka panjang, serta 

kemampuan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. 

Pelatihan ini umumnya meliputi simulasi pengambilan 

keputusan, manajemen konflik, dan pengembangan wawasan 

yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.  

Contoh: Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan 

program pelatihan kepemimpinan yang menekankan 

pentingnya integritas serta pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa peserta program 

ini diajarkan untuk menerapkan musyawarah dalam proses 

pengambilan keputusan dan menghargai perbedaan di dalam 

tim mereka (Karyaningsih, 2018). 

Pendidikan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila di 

sekolah dan perguruan tinggi adalah investasi jangka panjang dalam 

mencetak generasi pemimpin dengan integritas, keadilan, dan 

orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan formal, 

kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian kepada masyarakat, serta 

program pelatihan kepemimpinan yang mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila secara holistik, siswa dan mahasiswa mendapat 

kesempatan untuk mempraktikkan gaya kepemimpinan yang 

demokratis, inklusif menjadi bertanggung jawab (Sentot Imam 

Wahjono, 2022). 
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Pendahuluan 

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi 

digital yang pesat, transformasi teknologi menjadi salah satu aspek 

yang paling signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Perubahan 

ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berinteraksi dan 

berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, 

dan budaya di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami konteks perkembangan teknologi digital dan dampaknya 

terhadap masyarakat. 

Media sosial telah menjadi bagian integral dari rutinitas sehari-

hari, terutama di kalangan remaja, yang sering melihatnya sebagai 

penting untuk eksplorasi identitas dan interaksi sosial (Natalie, Ann, 

Hendry, 2024). Penggunaan platform seperti Facebook dan Instagram 

telah mengubah cara individu terlibat dengan merek, secara signifikan 

mempengaruhi keputusan pembelian melalui bukti sosial dan 

pemasaran influencer (Anchal Dhingra, 2023).  

Platform media sosial memiliki kekuatan untuk merekonstruksi 

narasi sosial, mempengaruhi persepsi budaya, masyarakat, dan politik 

(Sagar, Samy, 2022). Acara seperti Musim Semi Arab dan Black Lives 

Matter menggambarkan bagaimana platform digital dapat 

memobilisasi komunitas dan membentuk diskusi publik (Katherine, 

B.et al., 2023). 

Sementara media sosial menawarkan peluang untuk koneksi dan 

ekspresi, media sosial juga menimbulkan risiko, seperti informasi 

yang salah dan potensi kecanduan, terutama di kalangan remaja 

(Spiro, K., Antiochos, 2022).   

Sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran media 

sosial yang luar biasa dapat menyebabkan hasil negatif, seperti 

penurunan interaksi tatap muka dan peningkatan kecemasan, 

menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang untuk keterlibatan 

digital. 

1. Perubahan Sosial dan Budaya: Transformasi Identitas dan 

Nilai-nilai Sosial 

Di tengah laju perkembangan teknologi digital, nilai-nilai sosial, 

termasuk yang terkait dengan nasionalisme dan kebangsaan, 

mengalami transformasi. Generasi yang tumbuh dengan teknologi 
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teknologi. Gerakan ini berhasil memberdayakan masyarakat desa 

untuk lebih terlibat dalam pengamalan Pancasila, baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam partisipasi politik lokal. 

Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap program 

memastikan bahwa program ini relevan dan diterima dengan baik. 

Dukungan infrastruktur, pembangunan infrastruktur teknologi, 

seperti akses internet yang lebih baik, memungkinkan masyarakat 

desa untuk terhubung dengan dunia digital secara efektif. 

 

Strategi Implementasi dan Pengembangan Nilai Pancasila 

dan Kewarganegaraan di Era Digital 

Implementasi dan pengembangan nilai-nilai dan kewarganegaraan 

Pancasila di era digital memerlukan pendekatan multifaset yang 

mengintegrasikan pendidikan, teknologi, dan pertimbangan etika. 

Sintesis penelitian ini menyoroti strategi utama untuk menumbuhkan 

nilai-nilai ini di tengah digitalisasi yang cepat. 

1. Integrasi Pancasila dalam Pendidikan 

a. Pengembangan Kurikulum: Proyek Profil Mahasiswa (P5) 

Pancasila menekankan ciri-ciri karakter yang selaras dengan 

nilai-nilai Pancasila, memanfaatkan materi pengajaran digital 

untuk meningkatkan pembelajaran studi sosial (Mina, Holilah et 

al., 2024).  

b. Pendidikan Kewarganegaraan: Guru kewarganegaraan 

memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai 

demokrasi, mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi dan 

berpartisipasi dalam proses demokrasi,(Najwa, Rahima. 2024).  

2. Mengatasi Tantangan Digital 

a. Literasi Digital: Meningkatkan literasi digital sangat penting 

untuk memerangi misinformasi dan mempromosikan 

penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, memastikan 

bahwa nilai-nilai Pancasila memandu perilaku online. 

b. Integrasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan 

dapat membuat pembelajaran interaktif dan relevan, 

menghubungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan isu-isu 

kontemporer (Princessa, Dinda, Oktaviana et al., 2023).  
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pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan 

mengembangkan metode pengajaran yang relevan dengan konteks 

digital. Misalnya, pengajaran kewarganegaraan dapat dilakukan 

melalui proyek berbasis komunitas yang memanfaatkan teknologi 

digital untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan 

sosial. Proyek mahasiswa dalam pembuatan konten dan film 

kartun kedaerahan. 

Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam 

proses ini. Orang tua harus menjadi teladan dalam menerapkan 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-

anak dapat meniru dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. 

Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan mengadakan diskusi 

atau seminar yang membahas isu-isu terkait Pancasila dan 

kewarganegaraan, sehingga menciptakan ruang bagi dialog dan 

pertukaran ide. 

Penting untuk menekankan bahwa pengembangan nilai-nilai 

Pancasila dan kewarganegaraan di era digital bukanlah tugas yang 

dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ini adalah proses yang 

berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak. 

Dengan adanya strategi yang tepat dan kolaborasi yang erat antara 

berbagai elemen masyarakat, diharapkan nilai-nilai Pancasila dan 

kewarganegaraan dapat terus hidup dan berkembang, serta 

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa di 

tengah tantangan global yang semakin kompleks. 
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Perkembangan dari Komputer Hingga Artificial Intelligence 

(AI) 
Alfin & Heidi Toffler (Kusumohamidjojo, 2000: 134-135) membagi 

babak sejarah perjalanan peradaban manusia kedalam 3 (tiga) arus : 

a) agraris, b) industrial, dan c) teknologi informasi (information 

technology/IT). Toffler & Toffler juga menyatakan : “we are entering 

not the geo-economic era but the geo-information era… As in the civilian 

economy, fewer people with intelligent technology can accomplish more 

than a lot of people with the brute-force tools of the past”  

IT akan menjadi bagian dari sistem social sesuai pernyataan 

Stuart Slade : “Societies that freeze the flow of communications, the free 

flow of ideas and data, will not, by definition, be able to make much use 

of such systems…the new communications networks favour democratic 

nations. Senada dengan pendapat Toffler dan Toffler : “Knowledge is 

the most democratic source of power… Knowledge is the ultimate 

substitute for other resources. …No nation in the world is more 

vulnerable to the loss of its knowledge assets. And no nation has more to 

lose”. Oleh karena itu di dalam pergaulan internasional, masyarakat 

Indonesia juga harus ikut dalam kompetisi di bidang IT 

(Kusumohamidjojo, 2000: 136-138). 

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan komputer 

(komputasi awam), big data, internet of things, robotics, automation, 

hingga artificial intelligence (AI) menjadi realitas yang harus dihadapi 

(Nugraha, et. al.,  2022 : 307-390). Awalnya cara penyalahgunaan 

komputer yang sering dilakukan adalah hacking, joy computing, data 

leakage, the trojan horse, data diddling dan penyia-nyiaan data 

komputer (Marmosudjono, 1989: 44-50). Dan kini berkembang 

teknologi AI dengan segala kontroversinya. 

Istilah artificial intelligence (AI) muncul pertama kali pada 

Konferensi Dartmouth tahun 1956 (Lukas, 2022), yang di Indonesia 

disebut kecerdasan buatan (KB)/Kecerdasan Artifisial (KA) (Pradnya 

L, 2023). AI adalah inovasi dalam studi yang dapat direplikasi pada 

mesin/komputer, dengan tingkat kecerdasan setara/lebih dari 

manusia (Manongga dalam Suharyo, et. al., 2023: 211). AI secara 

fundamental dan umum, dapat dikategorikan sebagai sistem yang 

dapat berpikir – bertingkah laku seperti manusia (thinking – acting 

humanly) atau berpikir – bertingkah laku secara rasional (thinking – 
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16. Penelitian Rejekiningsih & Hakimi (2023 : 236 dan 245) 

mengeksplorasi 3 (tiga) aspek:  

a. persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI terutama 

dalam kegiatan akademik;  

b. penggunaan Teknologi AI berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 

dan  

c. upaya pembentukan kesadaran hukum terhadap 

penggunaan Teknologi AI.  

Peneliti menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi 

kasus dan mengumpulkan data melalui observasi, penyebaran 

kuesioner, dan wawancara dengan 205 mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret sebagai responden. Studi literatur dan wawancara 

juga dilakukan kepada beberapa narasumber. Pengolahan data 

menggunakan metode triangulasi (analisis data model interaktif 

dari Miles & Huberman). Hasilnya, kemudahan fasilitas yang 

ditawarkan oleh AI dapat membuat manusia khususnya mahasiswa 

memiliki daya juang yang rendah, motivasi hidup yang rendah, 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang rendah. Kesadaran 

hukum (legal awareness/legal consciousness) merupakan sikap 

sadar yang lahir dalam diri manusia, meliputi unsur pengetahuan 

hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. 

Pendidikan berperan dalam membentuk kesadaran hukum melalui 

pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia yang meliputi 

pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan 

hukum, khususnya dalam penggunaan AI. Penggunaan AI yang 

berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan membawa berbagai 

manfaat dan kemudahan. 

17. Sebayang, et. al. (2024: 326-327) mendeteksi pemanfaatan AI 

dalam praktik hukum Indonesia oleh Mahkamah Agung (MA) 

(aplikasi smart majelis untuk memilih majelis hakim secara 

otomatis) dan sebagian yang memanfaatkan AI dalam proses 

internal (manajemen kasus dan analisis perjanjian kredit).  

 

Wijaya (2023: 2571 dan 2584) menggambarkan luasnya 

pemanfaatan AI dan internet dalam hidup manusia yang menjadi 

masyarakat digital (hiperconnecty society). Terhadap disruption pada 
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hanya terpapar oleh pandangan yang diyakininya saja. Ini 

berbahaya bagi persatuan dan dialog yang diperlukan dalam 

masyarakat inklusif. 

 

Dalam menyikapi AI, Pancasila adalah bahasa hukum bangsa 

Indonesia yang muncul dari dorongan pergaulan hidup manusia yang 

menghendaki ketertiban dan keadilan. Dimana yang terpenting 

bukanlah terminology (kata-kata yang ada dalam teks), melainkan 

semangat kekeluargaan, pengayoman, keadilan dan kebenaran yang 

dihidupi oleh setiap individu (Kartohadiprodjo dalam Wangsa & 

Kristian, Tanuwijaya (Ed) et. al., 2015, 91-92, 98). 

Demikian masa depan Pancasila di era Artificial Intelligence (AI). 

Diskusi tentang Pancasila akan selalu hidup. Pancasila memang 

bukanlah agama, namun Pancasila yang memungkinkan agama-agama 

hidup dalam toleransi di Indonesia. Semoga bermanfaat dan 

menginspirasi karya akademik berikutnya! Terimakasih untuk 

segalaku: Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, 

Rira Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare and Kamisa 

Nuriana Fajriyah. Semoga Allah SWT melindungi kita di jalan yang 

lurus. 
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Pendahuluan 

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia telah 

memainkan peran penting dalam membentuk identitas kebangsaan 

sekaligus menjadi fondasi bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam konteks modern, peran Pancasila semakin krusial 

dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi 

digital, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang tidak 

hanya membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan 

ekonomi, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai fundamental bangsa 

(Hidayatullah, N. S., 2024). 

Keberlanjutan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan 

untuk bertahan di tengah perubahan, melainkan dari kemampuan 

bangsa tersebut dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa 

kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya (Asshiddiqie, 2020). 

Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai "kompas moral" yang 

memberikan arah dalam mengarungi perubahan zaman. Pancasila, 

yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tidak hanya 

menjadi dasar filosofis negara, tetapi juga berperan sebagai landasan 

ideologis dalam menghadapi tantangan modernisasi, digitalisasi, dan 

globalisasi (Moh. Mahfud, 2017). 

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah ditetapkan sebagai 

dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam 

pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila 

adalah hasil perenungan mendalam atas kondisi kebangsaan 

Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Nilai-

nilai Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil 

dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—mencerminkan 

semangat persatuan dan kebersamaan dalam mencapai cita-cita 

nasional (Ardiana, dkk, 2024). 

Di era modern, ketika perkembangan teknologi, khususnya 

kecerdasan buatan, mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, 

dan hidup, nilai-nilai Pancasila semakin relevan untuk dijadikan dasar 

dalam menyikapi perubahan tersebut. Kecerdasan buatan 

menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, namun juga 
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dengan baik, dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan dan 

mempengaruhi identitas nasional. Di sinilah peran Pancasila sebagai 

landasan ideologis yang menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa 

dalam menghadapi tantangan global (Hidayatullah, N. S., 2024). 

Pendidikan yang berlandaskan Pancasila harus menjadi prioritas, 

terutama di era digital dan kecerdasan buatan. Pendidikan tidak hanya 

bertujuan untuk mencetak generasi yang kompeten secara teknis, 

tetapi juga generasi yang memiliki integritas, moralitas, dan 

kepedulian sosial (Hidayatullah, N. S., 2024). Pendidikan yang 

berlandaskan Pancasila akan menciptakan sumber daya manusia yang 

tidak hanya mampu bersaing di tingkat global, tetapi juga mampu 

menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bekerja untuk kepentingan 

bersama. 

Pancasila, sebagai fondasi keberlanjutan bangsa, harus terus 

dihidupkan dan diajarkan kepada setiap generasi. Dalam menghadapi 

tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan, Pancasila 

memberikan panduan yang jelas untuk membangun bangsa yang 

berkeadilan, berdaulat, dan bermartabat (Ardiana, dkk, 2024). 

 

Pancasila sebagai Landasan Filosofis  
Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia memiliki peran 

yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan 

pembangunan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya 

menjadi panduan dalam kehidupan politik, tetapi juga dalam berbagai 

aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Landasan filosofis 

Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang bersifat 

universal, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, yang tidak 

hanya relevan dalam konteks Indonesia tetapi juga dalam diskursus 

internasional mengenai ideologi dan sistem pemerintahan. 

Sebagai landasan filosofis, Pancasila tidak hanya berfungsi 

sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan negara, tetapi juga 

menjadi pedoman moral bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks 

globalisasi dan modernisasi, banyak negara berusaha 

mempertahankan identitas nasional mereka di tengah arus perubahan 

global yang cepat. Pancasila berperan sebagai penyangga utama yang 

memastikan bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan 

tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Nilai-nilai yang 
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Penutup 

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 

Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai 

tantangan di era digital dan kecerdasan buatan. Sebagai landasan 

filosofi, Pancasila memberikan arah bagi pembentukan kebijakan 

publik yang inklusif dan berkelanjutan, berfokus pada keadilan sosial, 

kemanusiaan, dan persatuan. Di tengah perubahan teknologi yang 

pesat, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi nilai yang memandu 

Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai-

nilai lokal yang telah lama dianut. 

Tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila di era digital dan 

kecerdasan buatan, seperti ketimpangan sosial, ancaman terhadap 

privasi, dan disrupsi teknologi terhadap dunia kerja, memerlukan 

kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Indonesia harus 

memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa 

manfaat bagi sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan 

kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nelson Mandela, "Education is 

the most powerful weapon which you can use to change the world." Hal 

ini relevan dalam konteks penguatan Pancasila melalui pendidikan di 

era digital. Pendidikan berbasis nilai Pancasila harus terus 

dikembangkan untuk mempersiapkan generasi mendatang 

menghadapi tantangan global, tanpa kehilangan jati diri bangsa. 

Sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai kebangsaan, Indonesia perlu 

menjaga Pancasila sebagai fondasi keberlanjutan dalam membangun 

masa depan yang adil dan berkeadilan. 
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